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KEPUTUSAN 

BADAN AKREDlTASI NAS IONAL PERGURUAN TINGGI 

NOMOR: 0667/SK/BAN-PT/Akred/S/Vl/2016 

TENT ANG 

NILA! DAN PERINGKAT AKREDITASl 
PROGRAM STUD! SARJANA MANAJEMEN SUM BER DA YA PERA I RAN 

UNJVERSITAS UDA YANA, BA DUNG 

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGG1 

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang 
Republik Indonesia Norn or 12 Tahun 2012 ten tang 
Pend idikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang 
pada saatjangka waktu akreditasinya berakhir; 

Mengingat 

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk 
akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditas i 
mandiri; 

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republ ik 
Indonesia Norn or 12 Tahun 2012 ten tang Pendidikan T inggi , 
sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi 
program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi asio n:i l 
Perguruan Tinggi; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirm1ksud 
pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Keputusan Bcidan 
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan 
Peringkat Akreditasi Program Studi . 

I. Undang-undang Nomor 20 Tahun 200 3 tenrang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Repu bl ik Indonesia 
l'ahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran :--.Jegar.1 
Republik Indonesia Nomor 430 I); 

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 ten tang Pen i<Jibn 
'Cinggi (Lernbaran Negara Republik [f'donesia Tcthun 2012 
:\.iomor 158, Tambahan Lembar:i.n Negara Rt.:pt1b1Ik 
Indonesia '\!ornor 5336); 

3. l'cr:t~uran Perni:rinWh 1\lonH'r 19 T'thurt 2005 tentang Swn,!·.tr 
asionJI Pc'1d:ci1bn, sebagaim,tr.i tc!a:1 ,liubcit1 .1cng. 1 
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Perubahan atas Peraturan Pernerintah Nomor 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan; 

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nornor 24 Tahun 
20 I 0 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian 
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 
I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 
Tahun 2014 ten tang Perubahan Ketuj uh atas Peraturan 
Presiden Nomor 24 Tahun 20 I 0 ten tang Kedudukan. Tu gas, 
dan Fungsi Kemei1terian Negara serta Susunan Organisasi, 
Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 
2014 ten tang Penataan Tu gas dan Fungsi Kabinet Ke1ja; 

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 
tentang Organi sas i Kementerian Negara; 

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 
2015 ten tang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi ; 

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 /P Tahun 
20 14 ten tang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan 
Menteri Kabinet Kerja Peri ode Tahun 20 I 4 - 20 I 9; 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 ten tang Akreditasi 
Program Studi dan Perguruan Tinggi; 

l 0. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
Republik Indonesia Norn or 44 Tahun 201 S ten tang Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi; 

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Norn or 174/P/2012 tentang Anggota Bad an 
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi 
Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional 
Pendidikan Nonformal Peri ode Tahun 2012 - 2017, 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 
193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 
174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional 
Perguruan Tinggi , Badan Akreditasi Nasional 
Sekolah/Madrasah, dan Badan Akredi tasi Nasional 
Pendidikan Non formal Peri ode Tahun 2012 - 2017; 

12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia ~omor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris 
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan 
Akreditasi '\lasional Sekolah/Macirasah, dan Badan 
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Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 
2012-2017; 

Hasil keputusan rapat pleno Sadan Akreditasi Nasional 
Perguruan Tinggi tanggal 2 Juni 2016 

MEMUTUSKAN 

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL 
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN 
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUD! SARJANA 
MANAJEMEN SUM BER DA YA PERA I RAN 
UNIVERSITAS UDAYANA, BADUNG 

Menetapkan ni lai clan peri ngkat akreclitasi Program Stucli 
Sa1jana Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas 
Uclayana. Baclung Terakreclitasi clengan Nilai 317 Peringkat B 
(Baik). 

Nilai dan peringkat akreditasi sebaga imana yang disebutkan 
pada dikturn peiiama berlaku se lama S (lima) tahun . 

Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan 
penyelenggaraan program akademik di program studi 
dimaksud memenuhi dan sesua i dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
padatangga12Juni2016 

KETUA SADAN AKREDITASI NASIONAL 
URUAN Tl t GI, 

Salinan disarnpaikan kepada Yth; 

I. Menteri Riset, Teknologi , dan Pendidikan Tinggi 

2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi 

3. Kepala Badan Kepegawaian Negara 

4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, 
dan Pendidikan Tinggi 

5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilrnu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi -
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

6. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah yang bersangkutan 

7. Rektor/Ketua!Direktur Perguruan finggi yang bersangkutan 


